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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen 

pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam 

dengan pemerintah daerah, dinas terkait, kepala kampung, tokoh adat, dan masyarakat, serta dilengkapi observasi 

lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan koperasi berjalan 

melalui tahapan sosialisasi, musyawarah desa, pembentukan kepengurusan, hingga pendaftaran badan hukum. 

Meskipun partisipasi masyarakat cukup tinggi, pemahaman mereka mengenai prinsip dan manfaat koperasi masih 

terbatas. Modal sosial berupa nilai gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan pada tokoh adat berperan penting 

dalam memperkuat proses pembentukan koperasi. Namun, ditemukan kendala berupa literasi kelembagaan yang 

rendah, keterbatasan administrasi, dan ketidaksesuaian petunjuk teknis dengan kondisi lokal. Penelitian ini 

menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi instrumen efektif pemberdayaan 

ekonomi masyarakat kampung apabila diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan intensif, 

serta penyesuaian kebijakan dengan realitas sosial budaya masyarakat Papua Barat. 

 

Kata kunci: koperasi desa, pemberdayaan ekonomi, modal sosial, partisipasi masyarakat, Manokwari Selatan   

 

Abstract 
This study aims to analyze the formation process of the Merah Putih Village Cooperative as an instrument for 

empowering rural communities in South Manokwari Regency. A qualitative method with a case study approach 

was employed. Data were collected through in-depth interviews with local government agencies, village leaders, 

community representatives, and relevant stakeholders, complemented by field observations and document 

analysis. The findings reveal that the cooperative formation process proceeded through stages of socialization, 

village deliberation, establishment of management, and legal registration. While community participation was 

relatively high, their understanding of cooperative principles and benefits remained limited. Social capital—such 

as mutual cooperation, deliberative traditions, and trust in local leaders—played a crucial role in strengthening 

the cooperative’s establishment. Nevertheless, challenges were identified, including low institutional literacy, 

administrative limitations, and discrepancies between technical guidelines and local realities. The study concludes 

that the establishment of the Merah Putih Village Cooperative has strong potential to serve as an effective 

instrument for rural economic empowerment, provided that it is accompanied by institutional capacity-building, 

intensive facilitation, and adaptive policy implementation aligned with the socio-cultural context of West Papua.   

 

Keywords: village cooperative, economic empowerment, social capital, community participation, South 

Manokwari.
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PENDAHULUAN 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pedesaan melalui koperasi merupakan isu penting 

dalam pembangunan lokal dan inklusif di 

Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan 

UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2021 

terdapat 127.846 koperasi aktif dengan lebih dari 

27 juta anggota, serta modal sebesar Rp 196,27 

triliun dan aset Rp 250,98 triliun (Santoso et al., 

2023). Hal ini menegaskan bahwa koperasi 

memiliki potensi besar sebagai instrumen 

ekonomi berbasis masyarakat. 

Namun, tantangan nyata masih dihadapi, 

seperti literasi kelembagaan yang rendah, 

administrasi yang lemah, serta ketidaksesuaian 

petunjuk teknis dengan kondisi lokal (Rahman & 

Yuliana, 2022; Ningsih, 2020). Di sisi lain, modal 

sosial—misalnya tradisi gotong royong, 

musyawarah, dan kepercayaan kepada tokoh 

adat—merupakan modal kultural penting yang 

dapat memperkuat pembentukan koperasi di 

wilayah pedesaan seperti Papua Barat (Putra, 

2021; Widodo, 2019). 

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa 

koperasi dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan 

kesejahteraan ekonomi, meskipun tantangan 

seperti transparansi dan kapasitas manajerial 

masih menjadi penghambat utama (Suryani & 

Pratama, 2021; Dewi, 2019). Dengan demikian, 

penguatan koperasi tidak hanya memerlukan 

dukungan regulasi, tetapi juga penyesuaian 

kebijakan yang sensitif terhadap konteks sosial 

dan budaya lokal. 

Berikut adalah ringkasan data pendukung 

fenomena dan urgensi penelitian: 

 

Tabel 1. Data/Fakta Fenomena Penelitian 

Aspek Data/Fakta 

Jumlah koperasi 

aktif 

127.846 unit (2021) (Santoso et al., 

2023) 

Jumlah anggota 

koperasi 

≈ 27 juta orang (2021) (Santoso et al., 

2023) 

Modal koperasi 

nasional 

Rp 196,27 triliun (2021) (Santoso et al., 

2023) 

Aset koperasi 

nasional 

Rp 250,98 triliun (2021) (Santoso et al., 

2023) 

Tantangan 

kelembagaan 

Administrasi terbatas, rendahnya literasi 

(Rahman & Yuliana, 2022; Ningsih, 

2020) 

Modal sosial 

lokal 

Gotong royong, musyawarah, tokoh 

adat (Putra, 2021; Widodo, 2019) 

 Dirangkum dari berbagai sumber (2025) 

 

Penelitian ini penting dilakukan karena 

terdapat kesenjangan antara potensi besar 

koperasi sebagai instrumen pemberdayaan 

ekonomi pedesaan dengan kenyataan lemahnya 

kapasitas kelembagaan di lapangan. Di sisi lain, 

wilayah Papua Barat memiliki modal sosial unik 

seperti tradisi gotong royong dan nilai 

musyawarah yang belum dioptimalkan dalam 

pengembangan kelembagaan ekonomi desa. 

Dengan demikian, penelitian mengenai 

pembentukan Koperasi Desa Merah Putih 

menjadi sangat relevan untuk memberikan 

rekomendasi berbasis konteks sosial-budaya yang 

adaptif dan berkelanjutan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini difokuskan pada pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana tahapan proses pembentukan 

Koperasi Desa Merah Putih di 

Manokwari Selatan? 

2. Bagaimana peran modal sosial (gotong 

royong, musyawarah, kepercayaan tokoh 

adat) dalam memperkuat proses 

pembentukan koperasi tersebut? 

3. Apa saja kendala kelembagaan, 

administratif, dan teknis yang muncul 

selama proses pembentukan koperasi? 

4. Bagaimana strategi yang dapat ditempuh 

untuk memaksimalkan peran koperasi 

sebagai instrumen pemberdayaan 

ekonomi masyarakat kampung di Papua 

Barat? 
 

TINJAUAN LITERATUR 
Koperasi Desa sebagai Instrumen 

Pemberdayaan 

 Koperasi desa dipandang sebagai salah 

satu instrumen strategis dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan 

sumber daya ekonomi berbasis komunitas. 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, 

koperasi berfungsi sebagai sokoguru 

perekonomian nasional yang berasaskan 

kekeluargaan dan gotong royong. Dalam konteks 

pedesaan, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana 

untuk memperkuat kohesi sosial serta mengurangi 

kesenjangan pembangunan antarwilayah 

(Setiawan & Firmansyah, 2020). Penelitian 

terkini menunjukkan bahwa koperasi desa 

berperan dalam memperkuat kemandirian 

ekonomi lokal, terutama melalui pengelolaan 
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sumber daya alam dan usaha produktif 

masyarakat (Suryana, 2021). 

 

Modal Sosial dalam Pengembangan Koperasi 

Konsep modal sosial memiliki relevansi 

penting dalam pembentukan dan keberlanjutan 

koperasi. Modal sosial mencakup kepercayaan, 

jaringan sosial, dan norma yang memfasilitasi 

kerja sama untuk keuntungan bersama (Putnam, 

2000). Dalam konteks Indonesia, nilai gotong 

royong, musyawarah, dan kepemimpinan lokal 

menjadi unsur kultural yang memperkuat peran 

koperasi (Hidayati & Pramono, 2021). Modal 

sosial yang kuat terbukti meningkatkan partisipasi 

anggota dan memperkuat keberlanjutan koperasi 

(Iskandar, 2019). 

 

Partisipasi Masyarakat dalam Kelembagaan 

Ekonomi 

Partisipasi aktif masyarakat merupakan 

salah satu indikator keberhasilan koperasi desa. 

Menurut Widiastuti (2020), partisipasi mencakup 

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, 

pengelolaan, serta kontribusi modal dan tenaga. 

Tingkat partisipasi yang tinggi berhubungan 

langsung dengan kinerja koperasi dan 

keberlanjutan kelembagaannya (Santoso & Dewi, 

2022). Namun, penelitian lain menunjukkan 

bahwa tingkat literasi kelembagaan masyarakat 

pedesaan masih rendah, sehingga memerlukan 

pendampingan dan pelatihan berkelanjutan 

(Suharto, 2021). 

 

Tantangan dan Kendala Kelembagaan 

Meskipun koperasi memiliki potensi besar, 

banyak kendala yang dihadapi dalam 

implementasinya. Kendala utama yang sering 

muncul antara lain lemahnya administrasi, 

keterbatasan sumber daya manusia, serta 

ketidaksesuaian kebijakan teknis dengan kondisi 

lokal (Rahman & Yuliana, 2022). Selain itu, 

masalah transparansi dan akuntabilitas juga 

menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam 

pengelolaan koperasi (Dewi & Pratama, 2021). 

Penelitian di Papua Barat menegaskan bahwa 

tantangan kelembagaan dapat diatasi dengan 

penguatan kapasitas manajemen, pendampingan 

intensif, dan adaptasi kebijakan berbasis kearifan 

lokal (Pakabu, 2023). 

 

 

 

 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan desain 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain 

ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara 

mendalam proses pembentukan kelembagaan 

koperasi dalam konteks sosial, budaya, dan 

kebijakan yang kompleks. Menurut Yin (2018), 

studi kasus kualitatif memungkinkan peneliti 

memahami fenomena sosial dalam setting 

kehidupan nyata melalui eksplorasi yang 

mendalam terhadap aktor, kebijakan, dan 

dinamika yang terjadi. Dengan demikian, 

pendekatan ini relevan untuk menelaah 

bagaimana proses pembentukan Koperasi Desa 

Merah Putih berlangsung di tengah masyarakat 

kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat desa di Kabupaten 

Manokwari Selatan yang terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung dalam proses 

pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, 

termasuk pemerintah daerah, dinas teknis, aparat 

kampung, tokoh adat, dan masyarakat. Karena 

sifat penelitian kualitatif yang menekankan 

kedalaman data, sampel penelitian ditentukan 

dengan teknik purposive sampling dan snowball 

sampling. Teknik ini dipilih untuk menjaring 

informan yang memiliki pengalaman, 

pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam 

proses pembentukan koperasi. Menurut Palinkas 

et al. (2015), purposive sampling sangat efektif 

dalam penelitian kualitatif karena mampu 

menghasilkan informasi yang kaya, sedangkan 

snowball sampling mempermudah peneliti 

menemukan informan tambahan dari jaringan 

sosial yang relevan. 

Penelitian dilaksanakan di Kampung 

Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari 

Selatan, Papua Barat. Lokasi ini dipilih karena 

merupakan salah satu kampung percontohan 

dalam program pembentukan Koperasi Desa 

Merah Putih. Pengumpulan data dilakukan pada 

periode Mei hingga Juli 2025, bersamaan dengan 

proses sosialisasi, musyawarah desa khusus, dan 

persiapan legalisasi koperasi. Pemilihan waktu ini 

bertujuan untuk menangkap dinamika aktual yang 

sedang berlangsung di lapangan. 

Teknik pengumpulan data meliputi 

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan 

studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 

lima kategori informan, yaitu kepala kampung, 

tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh 

pemuda, serta perwakilan dari Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. 
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Observasi dilakukan secara langsung pada 

kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa, 

sedangkan dokumentasi difokuskan pada kajian 

terhadap peraturan, laporan, dan berita acara 

pembentukan koperasi. Menurut Creswell dan 

Poth (2018), kombinasi metode ini 

memungkinkan triangulasi data sehingga 

meningkatkan validitas hasil penelitian. 

Analisis data dilakukan dengan teknik 

analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan 

Saldaña (2019), yang mencakup tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan 

menyaring informasi penting dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk 

menggambarkan tahapan pembentukan koperasi 

serta faktor pendukung dan penghambatnya. 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, yang dilakukan dengan cara 

membandingkan temuan lapangan dengan teori 

dan penelitian sebelumnya. Validitas data dijaga 

melalui teknik triangulasi sumber dan member 

check kepada informan untuk memastikan 

kesesuaian interpretasi peneliti dengan 

pengalaman mereka. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

Responden penelitian terdiri atas lima 

orang informan kunci yang terlibat langsung 

dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah 

Putih di Kampung Abreso, Distrik Ransiki, 

Kabupaten Manokwari Selatan. Mereka dipilih 

karena memiliki posisi strategis dan pengalaman 

relevan dalam mendukung atau merasakan 

dampak pembentukan koperasi. 

 

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian 

No 
Kode 

Informan 
Jabatan/Peran Usia 

Latar 

Belakang 

Pekerjaan 

Keterlibatan 

dalam 

Proses 

1 R1 
Kepala 

Kampung 
47 

Aparatur 

Pemerintah 

Desa 

Pengambil 

keputusan, 
fasilitator 

Musdes 

2 R2 
Tokoh 

Perempuan 
42 

Pedagang 

lokal 

Peserta 
sosialisasi, 

advokasi 

perempuan 

3 R3 Tokoh Pemuda 28 Nelayan 

Mobilisasi 

pemuda, 

sosialisasi 
lapangan 

4 R4 
Perwakilan 

Dinas Koperasi 
39 

ASN 

Bidang 

Pendamping 

teknis, 

No 
Kode 

Informan 
Jabatan/Peran Usia 

Latar 

Belakang 

Pekerjaan 

Keterlibatan 

dalam 

Proses 

Koperasi 

& UKM 

fasilitator 

legalisasi 

5 R5 

Perwakilan 

Masyarakat 

Umum 

35 Petani 

Calon 
anggota 

koperasi, 

peserta 
Musdes 

    Sumber: Hasil wawancara (2025) 

 

Ringkasan Hasil Wawancara 

Wawancara mendalam dilakukan untuk 

memahami persepsi, kendala, serta harapan 

masyarakat terhadap pembentukan koperasi. 

 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara 

Kode 

Informan 
Temuan Utama 

R1 (Kepala 

Kampung) 

Koperasi diyakini dapat memperkuat posisi 

tawar masyarakat terhadap tengkulak, 

namun masih banyak warga yang belum 

memahami mekanisme kelembagaan. 

R2 (Tokoh 

Perempuan) 

Koperasi dianggap penting untuk 

membantu ibu-ibu memperoleh akses 

modal usaha, meski kendala utama adalah 

minimnya literasi keuangan. 

R3 (Tokoh 

Pemuda) 

Pemuda mendukung koperasi sebagai 

wadah usaha bersama, namun merasa 

sosialisasi dari pemerintah masih terbatas. 

R4 (Dinas 

Koperasi) 

Pemerintah daerah menekankan 

pentingnya kesesuaian prosedur 

administrasi, meskipun ada kendala teknis 

terkait jumlah anggota dan kelengkapan 

dokumen. 

R5 

(Masyarakat 

Umum) 

Warga bersedia bergabung dalam koperasi 

karena berharap adanya akses modal 

murah, tetapi masih bingung dengan hak 

dan kewajiban anggota. 

  Sumber: Hasil wawancara (2025) 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 

Manokwari Selatan berlangsung melalui tahapan 

sosialisasi, musyawarah desa khusus, pemilihan 

pengurus, hingga penyusunan dokumen legalitas. 

Proses ini berjalan sesuai dengan pedoman teknis 

pemerintah, tetapi adaptasi dengan kondisi lokal 

masih diperlukan. 

Pertama, pemahaman masyarakat 

terhadap konsep koperasi masih terbatas. 

Meskipun masyarakat menunjukkan antusiasme, 

literasi kelembagaan dan keuangan rendah 

menyebabkan keterlibatan mereka sebatas hadir 

dalam sosialisasi, bukan partisipasi substantif 

(Rahman & Yuliana, 2022). 
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Kedua, peran aktor lokal sangat 

signifikan. Kepala kampung dan tokoh adat 

memiliki otoritas dalam memobilisasi 

masyarakat, sementara tokoh perempuan dan 

pemuda berfungsi sebagai motor penggerak 

partisipasi komunitas. Hal ini sejalan dengan 

temuan Putra (2021) bahwa modal sosial berbasis 

gotong royong dan musyawarah adat memperkuat 

keberlanjutan koperasi. 

Ketiga, kendala kelembagaan meliputi 

ketidaksesuaian juknis dengan kondisi lokal, 

jumlah anggota minimal yang sulit dipenuhi, serta 

keterbatasan dokumen legalitas. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi 

top-down dengan realitas di lapangan, 

sebagaimana ditegaskan oleh Ningsih (2020). 

Keempat, konsep keberlanjutan koperasi 

sangat bergantung pada pendampingan 

berkelanjutan dan penguatan kapasitas 

kelembagaan. Jika hal ini dilakukan, koperasi 

dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan 

ekonomi sekaligus sarana memperkuat solidaritas 

sosial masyarakat desa (Suryani & Pratama, 

2021). 

Dengan demikian, hasil penelitian ini 

menjawab pertanyaan penelitian: 

1. Tahapan pembentukan koperasi berjalan 

sesuai prosedur, meski menghadapi 

kendala administratif. 

2. Modal sosial lokal berupa gotong royong, 

musyawarah, dan otoritas tokoh adat 

memperkuat legitimasi pembentukan 

koperasi. 

3. Kendala utama adalah keterbatasan 

literasi kelembagaan dan ketidaksesuaian 

teknis regulasi dengan kondisi lokal. 

4. Strategi keberlanjutan memerlukan 

pendampingan intensif, peningkatan 

kapasitas, dan adaptasi kebijakan berbasis 

konteks lokal. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses 

pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 

Kabupaten Manokwari Selatan berjalan melalui 

tahapan sosialisasi, musyawarah desa khusus, 

pembentukan kepengurusan, hingga legalisasi 

badan hukum. Seluruh aktor lokal, mulai dari 

kepala kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, 

pemuda, hingga perwakilan pemerintah daerah, 

berperan aktif dalam setiap tahapannya. Namun 

demikian, pemahaman masyarakat terhadap 

konsep, manfaat, dan mekanisme koperasi masih 

terbatas sehingga partisipasi belum optimal. 

Modal sosial berupa tradisi gotong royong, 

musyawarah, dan kepercayaan terhadap tokoh 

adat menjadi faktor kultural yang memperkuat 

legitimasi pembentukan koperasi. Kendala utama 

yang dihadapi adalah rendahnya literasi 

kelembagaan, keterbatasan administrasi, serta 

ketidaksesuaian petunjuk teknis pemerintah 

dengan realitas lokal. Oleh karena itu, 

keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada 

adanya pendampingan berkelanjutan, penguatan 

kapasitas kelembagaan, serta kebijakan yang 

adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat 

Papua Barat. 

 

Saran 

Pertama, pemerintah daerah perlu 

memperkuat program sosialisasi dan pendidikan 

perkoperasian agar pemahaman masyarakat 

meningkat, khususnya terkait hak, kewajiban, dan 

manfaat koperasi.  

Kedua, pendampingan teknis dan pelatihan 

manajemen harus dilakukan secara 

berkesinambungan, dengan melibatkan tokoh 

lokal sebagai fasilitator untuk meningkatkan rasa 

kepemilikan masyarakat.  

Ketiga, regulasi teknis pembentukan 

koperasi perlu lebih fleksibel dan disesuaikan 

dengan konteks sosial budaya masyarakat desa di 

Papua Barat, misalnya terkait jumlah anggota dan 

kelengkapan administrasi.  

Terakhir, Koperasi Desa Merah Putih 

hendaknya diarahkan bukan hanya sebagai wadah 

ekonomi, tetapi juga sebagai pusat penguatan 

solidaritas sosial, inovasi usaha, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 
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